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Pembukaan Destinasi Wisata

NASIB para pelaku usaha sektor
kepariwisataan, khususnya kala-
ngan usaha menengah kecil dan
mikro (UMKM), yang selama dua
tahun ini ‘tenggelam’ karena ter-
dampak Covid-19, kini mulai mem-
punyai harapan. Gubernur DIY Sri
Sultan Hamengku Buwono X
mengusulkan kepada pemerintah
pusat agar DIY bisa melakukan
perluasan uji coba pembukaan
destinasi wisata, tentu memberikan
harapan para pelaku usaha di sek-
tor kepariwisataan untuk bangkit.

Selama sekitar dua tahun ini, ha-
rapan mereka untuk mengais reze-
ki dari sektor wisata memang ‘kan-
das’ karena ada sejumlah aturan
pemerintah yang melarang opera-
sional hampir objek wisata dan per-
hotelan. Akibatnya, sumber kehi-
dupan para pelaku UMKM khusus-
nya, menjadi tertutup. Pemerintah
juga kehilangan pemasukan cukup
besar, mengingat sektor wisata
merupakan salah satu andalan
penerimaan asli daerah (PAD).

Menurut Sri Sultan, kebijakan pe-
nutupan sebagian besar tempat
wisata di DIY cenderung lebih
berisiko. Hal itu mengingat tempat
wisata yang tutup tidak ada petu-
gas yang berjaga, sehingga peng-
awasan sulit dilakukan. Selama ini
juga banyak warga berusaha ma-
suk ke destinasi wisata yang ditu-
tup dengan cara memanfaatkan
celah-celah yang ada. Dicon-
tohkan, selama kebijakan Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 3 dite-
rapkan di DIY, hanya tujuh desti-
nasi wisata di DIY yang diper-
bolehkan buka dengan status uiji

coba. Namun faktanya, banyak ju-
ga warga yang mengunjungi se-
jumlah destinasi wisata lain yang
mestinya harus ditutup.

Fakta seperti itu, kata Sri Sultan,
tidak hanya terjadi di DIY tetapi ju-
ga daerah lain seperti Jawa Timur
dan Jawa Barat. Karena itu,
Gubernur DIY mengusulkan se-
jumlah destinasi wisata yang masih
ditutup agar dibuka saja. Sebab,
kalau tetap ditutup tetapi wisa-
tawan tetap nekat datang, risikonya
terlalu besar.

Dengan adanya perluasan uji co-
ba pembukaan destinasi wisata, di-
harapkan kedatangan wisatawan
dapat lebih terkontrol. Semua wisa-
tawan yang masuk bisa terpantau
oleh petugas, termasuk yang ber-
kaitan dengan penegakan protokol
kesehatan. Konsekuensinya, tem-
pat wisata yang diuji coba buka
harus melakukan pembatasan
jumlah pengunjung dan menerap-
kan protokol kesehatan secara ke-
tat sesuai aturan yang berlaku. Di
antaranya wajib menerapkan 5M
dan pengunjung sudah tervaksin
Covid-19, minimal dosis pertama.

Kebijakan seperti itu, saat ini juga
sudah diterapkan di beberapa ka-
bupaten/kota di Jawa Tengah.
Sangat dimungkinkan, dampak pe-
nutupan destinasi wisata tidak ha-
nya dirasakan langsung oleh ma-
syarakat dan pelaku usaha kepari-
wisataan, tetapi juga dirasakan
oleh pemerintah daerah. Karena
itu, usulan Gubernur DIY untuk
memperluas pembukaan destinasi
wisata mestinya diperhatikan oleh
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif. O
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Geliat Industri Pariwisata

DI masa pandemi, industri pariwisa-
ta di Yogya terpukul. Gabungan Indus-
tri Pariwisata Indonesia (GIPI) Yogya,
seperti dirilis media, pada Agustus
2021 menyebutkan bahwa kerugian
sektor pariwisata sebesar Rp 10-Rp
12 triliun. Angka kerugian selama 16
bulan pandemi itu belum termasuk
kerugian yang diderita oleh pelaku
Usaha Menengah Kecil dan Mikro pe-
nunjang pariwisata. Jika dikalkulasi
secara keseluruhan, nilai kerugian in-
dustri pariwisata DIY di masa pandemi
ditaksir mencapai Rp 25 Triliun.

Namun harapan untuk mengurangi
kerugian industri pariwisata Yogya kini
mulai terlihat, setelah pemerintah
memberikan kelonggaran Pemberla-
kuan Pembatasan Kegiatan Masya-
rakat (PPKM) sejak 6 September
2021. Selain memberikan kelong-
garan, pemerintah juga memberikan
izin kepada pengelola tempat wisata
untuk melakukan uji coba menerima
kunjungan para wisatawan dengan
beberapa syarat dan ketentuan.

Ada tiga syarat untuk mendapat izin
dalam uji coba tempat wisata. Per-
tama, memiliki sertifikat Cleanliness,
Health, Safety and Environmental
Sustainability Standards (CHSE) yang
dikeluarkan oleh Kemenparekraf.
Kedua, pengelola tempat wisata be-
serta seluruh karyawan dan keluar-
ganya harus telah mendapat vaksi-
nasi. Dan yang ketiga adalah pihak
pengelola mendapatkan QR Code
PeduliLindungi sebagai sarana skrin-
ing bagi para wisatawan sebelum
memasuki tempat wisata.

Di DIY baru Kota Yogya, Kabupaten
Bantul, dan Kabupaten Sleman yang
telah mengajukan perizinan dan lolos
verifikasi untuk melakukan uji coba
pembukaan tempat wisata. Dalam
tahap pertama, Taman Tebing Breksi
Prambanan di Kabupaten Sleman,
Hutan Pinussari Mangunan di
Kabupaten Bantul, dan Gembira Loka
Zoo di Kota Yogyakarta, adalah ketiga
tempat wisata yang menjadi ‘pilot pro-
ject’ dalam uji coba tersebut. Dan di
tahap kedua, Hutan Pinus Pengger
dan Seribu Batu di Kabupaten Bantul,
Taman Wisata Ratu Boko dan Merapi
Park di Kabupaten Sleman yang telah
siap melakukan uiji coba.

Jika uji coba pembukaan tempat
wisata di Kota Yogya, Kabupaten
Bantul, dan Kabupaten Sleman ber-
hasil berjalan dengan baik, tentunya
akan disusul oleh Kabupaten Kulon-
progo, dan Kabupaten Gunungkidul.
Besar harapan kita, agar tempat wisa-
ta yang telah dan akan kembali dibuka
dapat menggerakkan roda perekono-
mian industri pariwisata yang se-
belumnya berhenti.

Para pelaku usaha pendukung pari-
wisata juga dapat kembali bergiat.
Usaha penginapan, usaha pembu-
atan cenderamata, jasa persewaan
mobil dan motor, penjual makanan
dan minuman, dan jasa pemandu
wisata dapat kembali bekerja seperti
saat sebelum pandemi. Tentunya de-
ngan tetap mematuhi protokol kese-
hatan yang ketat. O
*) Hario Prabowo, Mlati Tegal RT 05/

RW 20, Sendangadi, Mlati, Sleman.

Memindai Batik Sebagai Warisan Budaya

SEJAK 2 Oktober 2009 UNESCO te-
lah menetapkan batik sebagai Warisan
Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan
Nonbendawi (Masterpeace of the Oral
and Intangible Heritage of Humanity).
Penghargaan diberikan karena keka-
yaan budaya ini memiliki nilai adiluhur
sejak proses pembuatan hingga menjadi
selembar kain batik. Penghargaan UN-
ESCO terhadap warisan budaya
Indonesia yang lain antara lain : Keris,
Wayang, Gunung Api Purba, Candi

Borobudur, Tari Saman, Angklung .

dan lainnya.

Sejenak kita tengok sejarah ten-
tang batik di Indonesia. Sejarah
pembatikan di Indonesia berkait erat
dengan perkembangan kerajaan di
Indonesia mulai dari zaman kerjaan
Majapahit sampai kepada kerajaan-
kerajaan Islam berikutnya. Batik
meluas pemakaian dan menjadi mi-
lik rakyat Indonesia khususnya di

Widodo

berkarya. Meskipun di masa pandemi
Covid-19, banyak sekali keterbatasan,
namun imajinasi dalam berkreasi dan
inovasi dalam pengembangan karya
seni tak akan pernah mati.

Seiring dengan perkembangan za-
man, motif batik bisa diimplemen-
tasikan di berbagai media, seperti
kayu, logam, kulit, kertas. Bahkan di

akhir abad ke-XVIII atau awal abad

ke-XIX. Pada awal, semua batik yang
dihasilkan ialah batik tulis . Batik
cap dikenal baru setelah perang
dunia kesatu atau sekitar tahun
1920.

Dulu, batik dikerjakan terbatas di
dalam kraton dan hasilnya untuk pa-
kaian raja dan keluarga serta para
pengikutnya. Karena  banyak
pengikut raja tinggal di luar kraton,
seni batik ini dibawa mereka ke luar
kraton dan dikerjakan ditempat ma-
sing-masing. Lama kelamaan batik di-
tiru masyarakat lingkungan terdekat
kraton dan selanjutnya meluas menjadi
pekerjaan perempuan dalam rumah-
tangga untuk mengisi waktu senggang.
Akhirnya, Selanjutnya, batik menjadi
pakaian rakyat yang digemari, perem-
puan dan laki-laki.

Karya seni warisan budaya tak benda
yang sarat dengan filosofi dan simbul
kearifan budaya lokal ini, setidaknya
telah banyak menginspirasi generasi
muda untuk selalu eksis dalam

tangan para kreator seni pertunjukan
batik di kolaborasikan dengan fashion
menjadi ajang sebuah event pertun-
jukan seni budaya seperti; Solo Batik
Carnival, Jogja Batik Karnival, Ima-
gine Batik, JFC dan lainnya. Batik
akan selalu indah dimanapun tempat-

nya.

Batik berkembang sebagai sebuah
trend fashion di berbagai kalangan. Hal
ini semakin membuka ruang dalam pe-
ngembangan batik dengan ditandai
munculnya motif -motif batik baru /mo-
dern. Bersyukur kini kerajinan batik
banyak ditemui di berbagai wilayah
Indonesia, seperti Pekalongan, Solo,

Yogyakarta, Madura, Tasikmalaya,
Cirebon, dan lain-lain. Bahkan di
daerah Sumatra dan Kalimantan juga
terdapat para perajin batik.
23 Provinsi
Setidaknya 23 provinsi di Indonesia
memiliki batik dengan corak kekhasan
lokalnya. Berbagai motif batik di berba-
gai daerah di Indonesia memiliki nama
dan filosofi masing-masing. Di Solo dan
Yogya ada motif : Kawung, Lereng, Alas-
alasan, Parang, Wahyu Tumurun,
Sekar Jagad dan lainnya. Di
Cirebon ada motif yang sangat pop-
ular yaitu Mega Mendung. Di
Kalimatan Barat ada motif corak
Insang, Pucuk Rebung, Burung
Enggang. Masih banyak yang lain.
Popularitas batik di tingkat na-
sional dan bahkan internasional
kian tak terbendung. Terlebih keti-
ka para pejabat tinggi negara-ne-
gara sahabat, selebriti dunia ter-
tangkap kamera mengenakan baju
batik. Sebutlah nama seperti
Presiden Bill Clinton, Barack
Obama, Nelson Mandela, Mahatir
Mohammad, Paris Hilton, Julia
Roberts, Rachel Bilson, dan seba-
gainya. Implikasinya bukan saja
batik semakin dicintai masyarakat
Indonesia. Kini, dunia internasion-
alpun ikut merasa memiliki dan
mencintai batik Indonesia. [
*) H Widodo MM, Badan Pelaksana
Otorita Borobudur
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Mengenal 'Restoratief Justice’

DAMPAK terbakarnya LP Klas 1
Tangerang yang memakan korban 46
orang dan belasan lain mengalami luka
bakar, menyisakan persoalan yang
dinilai cukup pelik. Yakni siapa yang
harus bertanggung jawab atas kejadi-
an/insiden tersebut. Apakah kemudian
cukup dianggap hanya sebagai musi-
bah belaka atau bagaimana ?

Konstitusi kita, menyatakan bahwa
setiap warga negara (termasuk para
napi) berhak mendapat perlindungan
dari negara yang didukung UU No 39
Tahun 1999 tentang HAM. Secara spe-
sifik napi sebagaimana ditentukan da-
lam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan berhak men-
dapatkan berbagai hak dan perlindung-
an. Dalam pelaksanaannya didele-
gasikan kepada Menteri Hukum dan
HAM sebagaimana diatur dan diten-
tukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Pemasyarakatan. Artinya jika terjadi
accident di LP maka pejabat yang harus
bertanggung jawab adalah Menteri
Hukum dan HAM RIL

Jika kasus serupa terjadi di negara
lain, biasanya menteri secara ksatria
mengundurkan diri. Bagaiman dengan
dinegara kita?

Penjelasan Pers

Sangat sukar ditemukan keadaan
seperti itu. Persoalan utama secara
substansial bukan soal mundurya
menteri. Tetapi sebagaimana penje-
lasan pers Menkumham RI paacake-
bakaran, faktor utamanya adalah over
kapasitas LP yang itu sudah diketahui
sejak 5 tahun terakhir. Tetapi tidak per-
nah ada upaya penyelesaian,. Sehingga
kapasitas LP klas 1 Tangerang menu-
rut Menkumham dihuni 400% lebih
dari kapasitas seharusnya.

Kementerian KKum-HAM telah
mengusulkan pemerintah untuk me-
nambah LP baru. Apakah itu meru-
pakan satu-satunya jalan ke luar?
Penulis menilai hal tersebut tetap ti-

Achiel Suyanto S

dak nenyelesaikan masalah. Karena ji-
ka semua perkara pidana muaranya
adalah penjara/LP maka berapapun
jumlah LP dibangun tetap tidak akan
bisa menyelesaikan soal over kapasitas
dari LP.

Menurut penulis yang terbaik adalah
memperbaiki sistem penegakan hukum
yakni dengan menerapkan secara be-
nar substansi dari restoratief justice
atau penerapan kearifan lokal seba-
gaimana yang pernah dipraktikkan
badan-badan peradilan masa lalu.
Yakni dengan menjatuhkan putusan ti-
dak harus semua perkara pidana
bermuara ke penjara. Tetapi dengan
menjatuhkan hukuman kerja sosial
dan atau bentuk-bentuk hukuman lain-
nya yang bedasarkan pada kearifan
lokal seperti yang sudah diterapkan
dan diberlakukan di Nangro Aceh
Darussalam.

Dalam hal perbaikan sistem pene-
gakan hukum penulis tetap menilai ti-

Unsur Kerugian

Substansi restoratief justice adalah
menerapkan hukum sesuai dengan
rasa keadilan. Tujuannya adalah digu-
nakan untuk mengurangi over kapasi-
tas penghunian lembaga pemasya-
rakatan. Artinya tidak semua kasus
yang dilaporkan sebagai tindak pidana
harus bermuara ke penjara. Maka dari
tahap awal masuknya sebuah pengadu-
an di institusi kepolisian jika yang
diadukan itu mengandung unsur keru-
gian dan pelaku yang diadukan sang-
gup untuk mengganti kerugiannya, ini
bisa diselesaikan melalui forum medi-
asi. Tidak perlu harus sampai ke meja
hijau.

Bagi yang sudah terlanjur menjadi
penghuni lembaga pemasyarakatan
hak-haknya tetap harus diperhatikan
pemangku kepentingan di LP. Dengan
menerapkan aturan tanpa pandang bu-
lu. Jika memang telah memenuhi syarat
lakukan yang harus dibebaskan bersya-
rat atau bentuk-bentuk lainnya. O

*) Dr Achiel Suyanto S, praktisi
hukum, Dosen di FH UIT

dak semua pelaku tindak pi-
dana harus digiring ke pen-
jara/LP. Artinya jika perkara pi-
dana itu ada kecenderungan un-
sur keperdataannya maka dari
mulai tingkat penyelidikan atau
penyidikan bisa dimediasi pene-
gak hukum yang namanya
polisi atau jaksa (meski sudah
ada Peraturan Kapolri dan
Peraturan Jaksa Agung ). Atau
bahkan yang namanya hakim-
pun tidaklah hanya sebagai
corong undang-undang tetapi
memerankan dirinya sebagai
penegak hukum. Artinya mene-
rapkan hukum yang bernurani
tidak semata apa kata teks bun-
yi UU nya. Tetapi juga menerap-
kan hukum yang memenuhi
rasa keadilan masyarakat.

Pemda DIY belum mengizinkan
kegiatan-kegiatan berskala besar.
- Kecil-kecilan saja.

PTM terbatas di DIY dimulai, maha-
siswa dari luar derah berdatangan.
- Tingkatkan vaksinasi.

BP Jamsostek fasilitasi vaksinasi un-
tuk 1.300 pekerja sektor telekomu-
nikasi di DIY.

- Selain vaksinasi?
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